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ABSTRAK
Nama : Ahclak Asmara Yasa
NIM : 30600111012
Judul : Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015
Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel.
Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)
Skripsi ini membahas mengenai Partisipasi Politik Masyarakat pada
Pilkada Serentak 2015 diKabupaten Gowa (Studi terhadap Pemuda Pemilih
Pemula di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa).
Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama Untuk mengetahui partisipasi politik
masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada serentak di selenggarakan
pada tahun 2015 khususnya diKabupaten Gowa, Kedua untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah
tahun 2015.
Pokok-pokok permasalahan dalam skirpsi ini yaitu Bagaimana bentuk
partisipasi politik masyarakat pemilih pemula diKelurahan Batang Kaluku
Kecamatan Somba Opu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Gowa,
Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Kepala
Daerah tahun 2015.
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Penelitian ini kualitatif,
adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi.
Fenomenologi adalah fenomena yang berkaitan langsung dan di lakukan oleh
peneliti yang menggambarkan fakta. Dalam Fenomenologi pokok permasalahan,
maka penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik.
Hasil penelitian menggambarkan pertama, bahwa masyarakat pemilih
pemula yang ada dikelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam proses
pemilihan kepala daerah, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam memberikan
hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, Kedua bahwa partisipasi
politik masyakat pemilih pemula dikelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik
(aktif) yang dapat di lihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut
serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang
terpilih nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi. Kurangnya
pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik
merupakan salah satu faktor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula. Serta
minimnya Pendidikan politik yang diberikan pemerintah yang bersangkutan
terhadap pemilih pemula agar dapat melibatkan pemilih pemula secara efektif
yang akan memperkuat dan mempermudah partai politik dan penyelenggara
pemilu pada langkah tindak selanjutnya. Selama ini pendekatan pendidikan politik
terbatas pada stimulasi-stimulasi yang bersifat konvensional dan terbatas pada
ruang-ruang kelas dan perkuliahan. Pada konteks ini, pemilih pemula dihadapkan
pada hal yang praktis yang dapat mengintegrasikan pemahaman politik yang
sederhana dengan praktik politik yang pada derah tertentu dapat mengintegrasikan
secara efektif pendidikan politik tersebut
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam
setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirsi masyarakat. Masyarakat
sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang
sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah
partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat
dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun
daerah. Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali
dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi
dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan,
diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima
tahun kedepan.
Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak
ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilu yang dilaksanakan dalam suasana
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat di
kabupaten Gowa, yang mempunyai 180 TPS, 14 kelurahan di kecamatan Somba
Opu. dianggap mencerminkan sudah cukup mewakili partisipasi dan merupakan
aspirasi masyarakat. Disadari bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya tolak
ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran kegiatan lainnya yang bersifat
berkesinambungan.
2Di negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal didunia
barat kurang diindahkan. Dalam pendapat Budiardjo mengungkapkan dalam ilmu
politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai
variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:
1. Single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil;
biasanya disebut sistem distrik).
2. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa
wakil biasanya dinamakan sistem sistem perwakilan berimbang atau
sistem proporsional).
Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak
ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, akan
tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin
eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah
antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan
demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak
dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh
menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu.
Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan
sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Seperti ayat
yang sudah ada yaitu adapaun disebutkan dalam ayat QS Al-Baqarah/2: 124.








124.  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan beberapa kalimat
(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan
menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari
keturunanku"[88]. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".1
Sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna
dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok
kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.Pemilihan
penggunaan hak suara sangat menentukan arah dan masa depan sebuah Negara
yang menganut sebuah demokrasi, dimana seorang pemimpin merupakan
perwujudan aspirasi dari masyarakat. Hal ini di jelaskan dalam hadist yang
diriwayatkan yaitu :
 َﺛﱠﺪَﺣ ﱡِﻲﻘْﺸَﻣ ﱢﺪﻟا ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤَْﯿﻠُﺳ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﱠَنأ ََﻢﯾْﺮَﻣ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑا ِﻲَﻨﺛﱠﺪَﺣ َةَﺰْﻤَﺣ ُﻦْﺑ َﻰﯿَْﺤﯾ َﺎﻨ
 َلَﺎَﻘﻓ ََﺔﯾِوﺎَﻌُﻣ َﻰﻠَﻋ ُﺖْﻠَﺧَد َلَﺎﻗ ُهََﺮﺒَْﺧأ ﱠيِدَْزْﻷا ََﻢﯾْﺮَﻣ َﺎَﺑأ ﱠَنأ ُهََﺮﺒَْﺧأ َةَﺮِﻤْﯿَﺨُﻣ َﻦْﺑ َﻢِﺳَﺎﻘْﻟا ﺎَﻣ
 ْﻟا ﺎَُﮭﻟُﻮَﻘﺗ ٌﺔَِﻤﻠَﻛ َﻲِھَو ٍنَُﻼﻓ َﺎَﺑأ َِﻚﺑ َﺎﻨَﻤَﻌَْﻧأ َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ ِِﮫﺑ َكُِﺮﺒُْﺧأ ُُﮫﺘْﻌِﻤَﺳ ًﺎﺜﯾِﺪَﺣ ُﺖُْﻠَﻘﻓ ُبَﺮَﻌ
 ْﺣَﺎﻓ َﻦﯿِِﻤﻠْﺴُﻤْﻟا ِﺮَْﻣأ ْﻦِﻣ ًﺎﺌْﯿَﺷ ﱠﻞَﺟَو ﱠﺰَﻋ ُ ﱠﷲ ُه ﱠﻻَو ْﻦَﻣ ُلُﻮَﻘﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َﺐََﺠﺘ
 َﺐََﺠﺘْﺣا ْﻢِھِﺮَْﻘﻓَو ْﻢِِﮭﺘﱠﻠَﺧَو ْﻢِِﮭﺘَﺟﺎَﺣ َنوُد ًﻼُﺟَر َﻞَﻌََﺠﻓ َلَﺎﻗ ِهِﺮَْﻘﻓَو ِِﮫﺘﱠﻠَﺧَو ِِﮫﺘَﺟﺎَﺣ َنوُد ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ
 ِسﺎﱠﻨﻟا ِِﺞﺋاَﻮَﺣ َﻰﻠَﻋ`
Artinya :
Abu maryam al’ azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah
mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh Allah
mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari
hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan
1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tadjwid & Terjemah (Jawa Barat: Diponegoro,
2012), h. 71.
4dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah
mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang
(rakyat).
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat
penting pada Negara demokrasi, karena pada Negara demokrasi pemerintahan
diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh
karena itu diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat
dalam aktifitas penyelenggaraan Negara seperti kegiatan pemilihan kepala daerah.
Berkaitan dengan kegiatan pemilihan erat kaitannya kata “Amir”. Kata
”Amir” yang bermakna konotatif kepemimpinan politis tidak digunakan dalam al-
Qur’an namun yang ada adalah ulil Amri, yang memiliki wewenang dan
kekuasaan dalam mengemban suatu urusan baik yang bersifat politik
pemerintahan maupun yang bersifat profesi, ataupun urusan yang bersifat ilmiah
juga termasuk syariah.2
Adapun ayat yang menjelaskan pemerintahan kedaulatan umat Islam











2 http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/10013/.(HR al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy,IV/6,
hadits no. 2751 dan HR Muslim, Shahîh Muslim, VI/7, hadits no. 4828). Di akses pada 13 februari
2017.
5Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
RasullahNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah Al qur’an dan Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar
mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
bagi kalian dan lebih baik akibatnya.3
Berdasarkan ayat tersebut diatas menjadi dalil bahwa kewajiban untuk
mengangkat ulil amri atau pemimpin yang berwenang mengatur urusan kaum
muslim. Ayat ini juga memberikan penjelasan mengenai pilar-pilar pemerintahan
Islam. Berkenaan dengan masalah kedaulatan, ayat ini memberikan konsep amat
jelas, bahwa kedaulatan dalam pemerintahan Islam yang disebut dengan khalifah.
Pada kegiatan pemilihan kepala daerah masyarakat diharapkan ikut
terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan
dan ikut dalam memilih pemimpin kepala daerah yang menjadi pilihannya. Fungsi
pemilu adalah “pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan
perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik”. Di
Provinsi Sulawesi Selatan masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak
mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerah,
karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini
ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang kurang dan masih ada juga
masyarakat yang golput (golongan putih). Selain itu sebagian masyarakat terlibat
dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga
kelompok-kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih
3Kementerin Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media,
2005), h. 87.
6dan berbagai alasan lainnya yang membuat banyak masyarakat tidak memilih atau
masyarakat tidak merasa tidak cocok dengan pasangan calon kepala daerah.
Pada tanggal 09-12-2015 merupakan babak baru dalam pemilihan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, karena pada tahun ini
untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara
serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota yaitu daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan
semester pertama tahun 2016. Hal ini sebagaimana tersebut dalam UU No.8 tahun
2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014
tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, pasal
201 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2015”.4
Salah satu daerah yang juga mengikuti pilkada serentak adalah di daerah
Sulawesi Selatan, dilaksanakannya pilkada serentak ini adalah untuk
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih di Provinsi Sulawesi
Selatan terdapat 11 Kabupaten/Kota yaitu: Tana Toraja, Gowa, Soppeng, Selayar,
Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara,
yang diadakan serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2015.
Pada pilkada yang diadakan tersebut tingkat partisipasi masyarakat
Sulawesi Selatan belum mencapai target nasional yaitu sebesar 77,5%. Dari
4KPU (Komisi Pemilihan Umum), http//data.kpu.go.id/dps.2015.php. (Diakses pada
Jum’at 06 Januari 2017).
7Kabupaten Gowa mengalami penurunan partisipasi masyarakat dan belum
mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 77,5%. Hal ini dapat dilihat dari
tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Gowa pada pilkada lalu belum mencapai
target nasional padahal jika dilihat masyarakat di daerah kota harus memiliki
tingkat partisipasi yang lebih tinggi.5
Kurangnya partisipasi tersebut berbanding lurus dengan jumlah partisipasi
pemilih pemuda yang semakin bertambah, bertambahnya partisipasi pemilih
pemuda Semestinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas
dan kualitas Pilkada Kabupaten Gowa. Keberadaan Pemuda pada Pilkada
Kabupaten Gowa menjadi tofik yang menarik sebab kita ketahui sudah banyak
peristiwa besar yang besar melibatkan peran dan keberadaan pemuda.
Menurunnya partisipasi pol;itik masyarakat di Kabupaten Gowa pada
Pilkada serentak disebabkan oleh beberapa alasan yang terjadi dimasyarakat,
fenomena tersebut menjadi pertanyaan karena tingkat keberhasilan dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilihat berdasarkan partisipasi politik
masyarakatnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul: Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada
Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kelurahan
Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten. Gowa)
5KPU (Komisi Pemilihan Umum), http//data.kpu.go.id/dps.2015.php. (Diakses pada
Jum’at 06 Januari 2017).
8.B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah penulis gambarkan
di atas, maka penulis memutuskan untuk membahas masalah sebagai berikut ini:
1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di
Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu dalam Pelaksanaan
Pilkada Serentak di Kabupaten Gowa?
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan
Kepala Daerah tahun 2015?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dalam
pelaksanaan pilkada serentak di selenggarakan pada tahun 2015 khususnya
di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula
dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015.
D. Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dapat tercapai melalui
penelitian ini antara lain:
a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi
pengembangan konsep keilmuan, khususnya dibidang kajian yang
berhubungan dengan pemilih pemula yang dilakukan secara serentak.
9b. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka cakrawala pikir dan
menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai
partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dari pemilihan serentak.
E.  Tinjauan Karya Terdahulu
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu
partisipasi politik masyarakat pemilih pemula pada pilkada serentak. Telah ada
beberapa literatur yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada
literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula
dengan penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya agar nantinya pembahasan ini
lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih
berkaitan dengan pembahasan yang di maksud diantaranya adalah sebagai berikut
Tabel. I. 1
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Kualitatif Pemula berusia dari 17 tahun
(remaja) yang berpendidikan
SMP, memiliki karakter tidak











Kualitatif Bentuk partisipasi politik
pemilih pemula di Desa
6 Indar Melani (Perilaku Pemilih Pemula Di Kecamatan Dumampanua Pada Pemilukada
Kabupaten Pinrang Tahun 2013) Univeristas Hasanuddin Makassar Tahun 2014
7 Mir’atunnisa’ Afnaniyati (Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula terhadap




























pemilih pemula dalam Pilwali





5 Minfadli Partisipasi Masyarakat
Dalam Pemilihan Di
Kualitatif Partisipasi politik kaum muda
di desa kalobba kecamatan
8 Lisa Retnasari (Partisipasi Politik Pemilih Pomula Dalam Pelaksanaan Pilbub
Banyumas 2013 Di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas) Universitas
Negeri Yogyakarta tahun 2013.
9 Lukman Janji (Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
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10 Minfadli (Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Di Desa Kalobba Kec Tellulim poe
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Pilkada serentak adalah pemilih kepala daerah yang dilakukan secara
bersamaan dalam waktu yang sama dibeberapa wilayah. Sejak DPR menyetujui
bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak dilakukan
pada 09 Desember 2015. Pada akhirnya bangsa ini berhasil keluar dari kemelut
politik, debat panjang soal langsung tidaknya penyelenggaraan pilkada serentak.
Keputusan DPR menyudahi itu dengan menegaskan bahwa pilkada tetap
dilaksanakan secara langsung dan serentak. Pada 17 Februari 2015, DPR
mengesahkan UU No. 1 Tahun 2015 dan yang saat ini telah diubah menjadi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil
Walikota disahkan.
Bagi mereka yang menekuni demokrasi dan pemilu, ini soal apa yang
oleh Brian C. Smith dan Secara equity, dan local responsiveness yang menjadi
pertaruhan setiap daerah. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh
mana pemerintahan di daerah berjalan. Bahwa untuk memperkuat demokrasi di
aras lokal, Pilkada serentak meruakan mekanisme untuk melahirkan pemerintahan
daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas didaerahnya, kesetaraan hak warga
dalam berpolitik serta bagi penguatan demokrasi nasional.
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Serentak memberikan makna tersendiri bagi reformasi “bebas-rahasia”,
KPU selalu bekerja keras untuk menciptakan kepemiluan kita. Bayangkan, ada
269 daerah terdiri atas 9 pilkada. Dalam mendorong kondisi itu, transpa
provinsi,36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerahnya.
Dan setiap warga, dihari yang sama akan prinsip kami yang saban hari kami terus
perjuangkan.memilih kepala daerahnya masing masing. Ini membutuhkan fokus
dan ketekunan yang sangat besar. Pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahap:
a. Tahap pertama pada desember 2015
b. Tahap kedua pada februari 2016
c. Tahap ketiga pada juni 2018
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, dalam
Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan dan Pengelolaan Anggaran Pemilihan
Serentak Tahun 2015 menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pemilihan
kepala daerah serentak supaya tercipta efektivitas dan efisiensi anggaran. Tujuan
dilaksanakannya pemilukada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi.
Kalau pemilihan gubernur, bupati, walikota itu dilaksanakan bersamaan, itu tentu
bisa menghemat anggaran,” tuturnya di hadapan tamu undangan rakor.
2. Pemilih Pemula
Undang-undang pilpres 2008 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa
pemilih pemula adalah warga negara indonesia yang genap berumur 17 tahun atau
lebih atau sudah pernah kawin. Menurut lembaga-lembaga survey international
seperti Pew Research Center dan Gallup, pemilih pemula antara berusia 17
hingga 29 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah
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mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum
dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum,
baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pemilih pemula menjadi
salah satu target untuk dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman
voting pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilihan politik
yang belum jelas. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hak
memilih warga negara Indonesia dalam hal ini pemilih pemula diatur sebagai
berikut.
a. Warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap
berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak
memilih.
b. Warga negara indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di
daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar politik.
Pemilih pemula merupakan target yang selalu di incar oleh partai politik
karena sikap politik yang dimiliki masih belum jelas. Sikap politik yang dimiliki
oleh pemilih pemula dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi
untuk merespon bagaimana pemilih pemula bertindak dalam pemilihan umum.
Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Pemilih pemula yang
memiliki sikap politik yang masih labil cenderung mengikuti pilihan ayahnya
karena pilihan tersebut bersesuaian dengan pilihan keluarganya. Pentingnya
sosialisasi dalam pengembangan
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budaya politik bagi pemilih pemula dapat ditandai dengan 3 hal diantaranya,
rasionalisasi politik, diferensiasi struktur, dan perluasan peran masyarakat dalam
politik.
Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki
jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih,
sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi
dan didekati dengan pendekata materi politik dan kepentingan partai politik.
Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam
pemilu atau pilkada, membuat pemilih membuat pemilih pemula sering tidak
berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.
Pada negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai
masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataanya di negaranegara
berkembang seperti indonesia masih sangat banyak remaja bahkan orang dewasa
yang belum mencapai kematangan psikologis. Sehingga emosinya masih kurang
stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya, karena bagi partai
politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula
untuk berpartisipasi dalam pemilu.
3. Karakteristik Pemilih Pemula
Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang
sudah terlibat dalam pemilihan sebelumnya yaitu:
a. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
b. Belum memiliki pengalaman memilih.
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c. Memiliki antusias yang tinggi.
d. Kurang rasional
e. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan
apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial
didalam pemilu.
f. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
g. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
Pemilih pemula dengan karakteristik yang berbeda dengan pemilih lainnya
membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menciptakan dan
membentuk pemilih pemula yang memiliki kematangan secara psikologis dalam




Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan
perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat juga berarti
bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat
dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan
jasa.
Menurut Miriam Budiardjo “Partisipasi politik adalah kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik,
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yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung ataupun tidak
langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.11
Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit
banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau
tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri
ialah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum
(Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk
melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan
Presiden-Wakil Presiden.12
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik
Menurut Surbakti beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau
tidak mau ikut dalam proses politik antara lain:
a. Status sosial dan Ekonomi
Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena
keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi
adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan
pemikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi
diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga
mempunyai minat dan perhatian pada politik.
11Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009), h. 36.
12Andi Faisal Bakti dkk, Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi, (Jakarta: Churia
Press, 2012), ;h. 127.
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b. Situasi
Menurut Surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang
mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga,
kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
c. Kesadaran politik
Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang
menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan
masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian
seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia
hidup.
d. Kepercayaan terhadap pemerintah
Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap
pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat
di pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan
atau pelaksanaan pemerintahan.
e. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-
diskusi formal.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Politik
Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, ‘public policy’. Secara
konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam
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pemilihan umum, ‘voting’; menghadiri rapat umum, ‘campaign’; menjadi anggota
suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan  atau hubungan,
‘contacting’ dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.13
Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-
p;ribadi yang di maksud mempengaruhi pembutan keputusan oleh pemerintah
Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap
atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau
tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan
kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu.
Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk
mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui
mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas
partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan
itu dapat tercapai.14
Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu
melalui penguatan partai politiknya. Argumentasinya, bahwa partai politik
diwajibkan melakukan pendidikan politik. Bukan malahan partai politik
mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika
pola atau cara ini masih direproduksi terus menerus, bisa dipastikan nilai dan
pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai
13Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009), h. 55.
14 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009), h. 368.
22
dengan uang. Bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja
serta keberpihakannya dalam momentum pemilu.
Seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan pertisipasi politik Menurut
Davis terdapat tiga unsur, yaitu:
a. Adanya penyertaan pikiran dan perasaan
b. Adanya motivasi untuk berkontribusi
c. Adanya tanggung jawab bersama.15
Partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut.
Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau
kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.
Di samping itu, ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana
dikemukakan Sulaiman, bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai
berikut:
1) Partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
2) Partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana
3) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
4) Partisipasi dalam bentuk dukungan.16
Sulaiman mengatakan ada beberapa jenis partisipasi politik  yaitu
(a) Partisipasi pikiran “Psychological Participation”
(b) Partisipasi tenaga “Physical Participation”
(c) Partisipasi pikiran dan tenaga “Psychological and Physical Participation”
15Davis Keth, Human Behavior at Work: Organizational Behavior (New York: Mc Graw-
Hill Book Company, 1987), h. 145.
16Affan Sulaiman, Public Policy-Kebijakan Pemerintah (Bandung: BKU Ilmu Pengetahun
Program Master, Ilmu-ilmu Sosial pada Intitut Imu Pemerinthan Bekerjasama UNPAD-IIP. 1998)
h. 198.
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(d) Partisipasi keahlian “Participation With Skill”
(e) Partisipasi barang “Material Participation”
(f) Partisipasi uang/dana ‘Money Participation.17
Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula
walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi
kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan
terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun
kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi.
Selama ini kegiatan partisipasi masyarkat masih dipahami sebagai upaya
mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal
sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan
kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan
Pemerintah.
Implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat
merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat
mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum
Analisis politik modern partisispasi politik meruapakan suatu maslaah
yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan
Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi
politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara
aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara
17Affan Sulaiman, Public Policy-Kebijakan Pemerintah, h. 200.
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secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (public
policy).18
Setiap perhelatan demokrasi atau pemiihan umum yang diselenggarakan
oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan
kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya
memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran
berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi
tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberik an haknya juga
tinggi.
Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem
politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana
lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya,
maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif,
misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang
demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang
feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses
beradaptasi.
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi
dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam
setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor
penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi
18 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009), h. 367
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mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan
persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar
dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam
melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya
keterlibatan masyarakat.
Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan
secara stabill. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik
belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang
kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses
berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya
untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-
citanya.19
Cara partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai cara partispasi politik
dimana warga Negara melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan
kebijakan. Ada 3 jenis cara partisipasi yaitu : Interst Articulation, partisipasi jenis
ini artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan personal,
organisasi formal atau informal serta berbagai macam proses Interest
Aggregation, partsipasi politik jenis ini artinya seorang individu menyatukan
aspirasi yang banyak beraneka ragam. Policy Making, partisipasi politik jenis ini
artinya seseorang indivisu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.20
19 Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik, ( Jakarta: Kompas Media Nusantara,2015)
hal 55.
20 Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik, hal 55.
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Masyarakat yang bijak harus turut serta dalam proses pemilihan umum
dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin. Dengan demikian,
secara tidak langsung akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha
mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam
proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai
calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi
masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan
masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau
kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam
masa kampanye.
Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu kita jangan sampai menyia-
nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita
harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan kita
sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih
tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi pemilih dalam
pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilu
hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika
















Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang
dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-
orang (subjek itu sendiri). Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya
angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh
dari penelitian deskripsif. Deskriptif artinya digunakan untuk mengungkap sebuah
fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin
keilmuan penulis yakni Ilmu Politik.21
A. Jenis penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah fenomena
yang berkaitan langsung dan di lakukan oleh peneliti yang menggambarkan
fakta22
B.Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Batang Kaluku kecamatan Somba
Opu kabupaten Gowa dengan objek penelitian adalah pemilih pemula yang
21 Robert Bogdan dan steven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.alih
bahasa Arif Furchan (Usaha Nasional. Surabaya: 1992) Hal. 21
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014)
h.9.
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memilih pada saat pilkada serentak kabupaten Gowa 2015, dimana pemilih
pemula merupakan sasaran dari berbagai calon bupati yang mengikutikontestasi
politik pada  pilkada kabupaten Gowa, hal ini terjadi di karenakan pengetahuan
terhdap dinamika politik yang ada pada pemilih pemula masih sangatlah kurang.
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 17 april 2017.
C. Fokus Penelitian
Adapun fokus pada penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk
partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik
masyarakat khususnya pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kel.
Batang Kaluku, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa.
D. Deskripsi Fokus
Pemilih pemula adalah kelompok masyarakat yang pertama kali mengikuti
pemilihan umum. Pilkada serentak tahun 2015 menjadi momentum bagi pemilih
pemula untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Oleh karena itu penelitian ini
dimaksudkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat
pemilih pemula khususnya pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kel. Batang
Kaluku, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa.
Partisipasi politik pemilih pemula pada kegiatan pemilihan umum,
sebagaimana yang dijelaskan Ramlan Surbakti dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya; status sosial dan ekonomi, situasi, kesadaran politik,
kepercayaan terhadap pemerintah, dan perangsang partisipasi melalui sosialisasi
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media massa dan diskusi-diskusi formal. Sehingga dalam penelitian ini disamping
mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat pemilih pemula,
juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik
masyarakat pemilih pemula di Kel. Batang Kaluku, Kec. Somba Opu, Kabupaten
Gowa pada Pilkada serentak tahun 2015.
E. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penelitian peneliti
membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Datayang diperoleh
melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan
informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke masyarakat umum
untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil
wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan
berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti, data-data respon tokoh
masyarakat dan masyarakat awam terhadap fenomena politik yang terjadi pada
pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan
mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan
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informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor
pemerintah dan sebagainya..23
F. Teknik pengumpulan data
1.Observasi
Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data untuk
tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai
fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi
atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap
kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud untuk menafsirkannya,
mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang
mengaturnya.24
2. Wawancara
Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah
pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang
mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-
jawabannya sendiri. Peneliti dapat menemukn bahwa teknik wawancara pribadi
merupakan instrument yang paling baik untuk memperoleh informasi. Dalam
berbagai hal peneliti menyadari pentingnya pendapat dan mendengar suara dan
perkataan orang tentang topik penelitian, wawancara yang dilakukan peneliti
23Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif,(Jakarta: UI
Press, 1992), Hal. 10-17.
24Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, analisis data (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet.4
2014) Hal. 37-38
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dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya,
artinya pertanyaan yang mengundang pertanyaan terbuka.25
Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-
banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud untuk menggali, memperoleh
informasi yang lengkap sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang  Partisipasi
Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa Study kasus
Pemilih Pemula Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan
diantarannya: pihak terkait yaitu KPUD Gowa dan Masyarakat Pemilih Pemula




1 Andi faisal Siswa SMA Negeri 1 Sungguminasa
2 Nurul Umrah Siswi SMA Negeri 1 Sungguminasa
3 Andi Zainal Siswa SMA Negeri 1 Sungguminasa
4 Nisa Aulia Siswi SMA Negeri 1 Sungguminasa
5 Nur Resqi Siswi SMA Negeri 1 Sungguminasa
25Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, analisis data (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet.4
2014) Hal. 49-50
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6 Paling Rungi Sh Anggota Kpu Kabupaten Gowa
7 Fijar Zulfikar Siswa SMA Negeri 1 Sungguminasa
8 Nur fadilah Siswa SMA Negeri 1 Sungguminasa
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variable-
variabel berupa catatan, transkip, buku atau catatan harian.26 Dokumentasi
dilakukan untuk lebih menambah varian jawaban dan kualitas penelitian agar
dapat menjadi penelitian yang lebih variatif dan analitik.
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang Partisipasi Politik
Masyarakat pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa Study kasus  Pemilih
Pemula Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang
melengkaapi atau mendukung data primer hasil wawancara dan pengamatan
tentang Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa
Study kasus  Pemilih Pemula Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba
Opu Kabupaten Gowa.
26Syamsuddin, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal. (Ponorogo: Cv.
Wade Grup, 2015),. H.57
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G. Metode Analisis Data
Metode analisis data adalah proses penyusunan dalam mengkategorikan
data mencari pola dengan maksud memahami maksudnya.27
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
kualitatif yaitu analisis deskriptif kualitatif itu sendiri yaitu analisis yang tidak
berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan
yang digunakan secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dengan
menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut :
1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan
elektonik seperti computer mini, dengan memberikan Kode pada aspek-aspek
tertentu.28
2. Penyajian Data
Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks
naratif. Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun
dalam life history sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan
27S. Nasution, Metode Riset, (Jakarta: PT Bumi Askara, 1998) h.3.
28Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&d (Bandung: Alfabeta, cet-
20, juni 2014) h. 247.
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agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian
data dalam penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan
yang ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian.29
3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)
Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di
lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk
mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-
akibat atau proposisi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan databerikutnya. Tapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.30
Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan berangkat dari
Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa Study
kasus  Pemilih Pemula Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa. Untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan
keterkaitan antara keduanya.Apabila ketiga tahapan tersebut telah selesai
dilakukan, maka kemudian diverifikasi.
29 Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif,(Jakarta: UI
Press, 1992) Hal.17
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&d (Bandung: Alfabeta, cet-
20, juni 2014) Hal. 252
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa
1. Keadaan Geografi
Kabupaten Gowa berada pada 12 0 38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan 5
0 33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara.sedangkan letak wilayah administrasinya
antara 120 33.19’ hingga 13 0 15.17’ Bujur Timur dan 50 5’ hingga 50 34.7’
Lintang Selatan dari Jakarta, dengan batas-batas wilayah :
 Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros
 Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan
Bantaeng
 Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
 Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167
kelurahan/desa dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan
3,01 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa
sebagaian besar terletak di daratan tinggi yaitu sekitar 72,26%, ada 9 wilayah
kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Kecamatan Parangloe, Manuju,
Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu
dan Biringbulu.31
31 Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2015;
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Gowa
Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2015
2. Keadaan Demografi
Masalah utama kependudukan di Indonesia pada dasarnya meliputi tiga
hal pokok, yaitu : jumlah penduduk yang besar, komposisi penduduk yang kurang
menguntungkan dimana proporsi penduduk berusia muda masih relatif tinggi, dan
persebaran penduduk yang kurang merata.
Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa termasuk terbesar ketiga dari
kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk dengan urutan pertama
adalah Kota Makassar, urutan kedua Kabupaten Bone dan urutan ketiga adalah
Kabupaten Gowa. Berdasarkan Gowa Dalam Angka Tahun 2015 jumlah
penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan sebanyak 605.876 jiwa, penduduk
laki-laki sebanyak 295.104 jiwa (48,70%)dan jumlah penduduk perempuan
sebanyak 310.772 jiwa (51,29%), Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Gowa
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secara keseluruhan sebanyak 652.941 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 320.793
jiwa (49,13%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 332.148 jiwa (50,86%),
Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan sebanyak
652.941 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 320.793 jiwa (49,13%) dan jumlah
penduduk perempuan sebanyak 332.148 jiwa (50,86%), Tahun 2013 jumlah
penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan sebanyak 652.941 jiwa, penduduk
laki-laki sebanyak 320.793 jiwa (49,13%) dan jumlah penduduk perempuan
sebanyak 332.148 jiwa (50,86%), Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Gowa
secara keseluruhan sebanyak 670.465 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 329.673
jiwa (49,2%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 340.792 jiwa (50,9%),
Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan sebanyak
656.247 Jiwa.32
Tabel 4.1
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015
No Tahun Jumlah Penduduk Total %Laju Pertumbuhan
Penduduk
L P L P
1 2010 295104 310.772 605876 15,46 18,86
2 2011 320793 332148 652941 16,81 20,15
32 Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2015
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3 2012 320793 332148 652941 34,00 0,34
4 2013 320793 332148 652941 26,00 25,00
5 2014 329673 340792 670465 20,70 21,00
6 2015 321422 334825 656247 16,84 20,32
1908578 1648008
Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2015
3.Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tabel 4.2




N % N %
1 0-17 108044 32,77 99242 29,12
2 18-64 208574 63,27 215554 63,25
3 ≥ 65 13055 3,96 25996 7,63
JUMLAH 329673 100,00 340792 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2015
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b. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu
Luas wilayah 28.09 km2 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah
kabupaten Gowa) dengan ketinggian daerah/altitude berada 25 meter di atas
permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah dengan
koordinat Geografis berada pada 5 derajat 12’5″ LS dan 119 derajat 27’15”
BT. Batas alam dengan kecamatan Pallangga adalah Sungai Jeneberang yaitu
sungai dengan panjang 90 km dan luas Daerah Aliran Sungai 881 km2. Batas
wilayah kecamatan Somba Opu ialah:
 Utara       : Kota Makassar
 Timur      : Kecamatan Bontomarannu
 Selatan   : Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar
 Barat       : Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar
Kecamatan Somba Opu merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di
Kabupaten Gowa, dengan jumlah kelurahan sebanyak 14 kelurahan dan dibentuk
berdasarkan PERDA No.7 Tahun 2005. Ibukota kecamatan Somba Opu adalah
Sungguminasa. Kecamatan Somba Opu merupakan daerah bukan pantai dengan
topografi ketinggian antara 10-18 m dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak
masing-masing kelurahan ke kecamatan berkisar 1 Km sampai dengan jarak 3-6
Km.33
33 Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2015
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Gambar 4.2
Peta Administrasi Kecamatan Somba Opu
Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2015
c. Gambaran Umun Kelurahan Batang Kaluku
Kelurahan batang kaluku merupakan salah satu kelurahan yang ada di
kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan luas wilayah 13 Km2. Batas
administrasi kelurahan Batang Kaluku itu sendiri berbatasan dengan beberapa
kelurahan yang ada di sekitarnya. Adapun batas-batas administrasi keluran Batang
Kaluku ialah sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Kelurahan Paccinongan
 Sebelah Timur : Kelurahan Tamarunang
 Sebelah Selatan : Kelurahan Tompo’ Balang




Data Kependudukan Kelurahan Batang Kaluku
No Data Kependudukan Jumlah
1 Laki-laki 5.209 jiwa
2 Perempuan 5.002 jiwa
3 Jumlah kepala keluarga 2.179 KK
4 Jumlah rumahtangga pra sejahtra 789 KK
5 Jumlah rumahtangga pra sejahtra -1A 210 KK
2. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Batang Kalukku
Sejarah terbentuknya kelurahan Batang Kaluku yaitu awal 17 november
1965, namun awal tahun 1992 ada pemekaran yang awalnya Sungguminasa. Dari
Kelurahan Sungguminasa inilah terjadi pemekaran daerah menjadi 4 kelurahan,
yaitu: Kelurahan Sungguminasa Itu Sendiri, Kelurahan Bontobontoa, Kelurahan
Batang Kaluku dan Kelurahan Tompo’ Balla’.
Pada awalnya Kecamatan Somba Opu hanya ada 4 kelurahan setelah
adanya pemekaran daerah kini berkembang menjadi beberapa kelurahan di
Kecamatan Somba Opu, yaitu: Kelurahan Pandang-Pandang yang menjadi hasil
pemekaran, dan induk kelurannya itu sendiri kini adalah Kelurahan Katangka.
Kecamatan Somba Opu kini berkembang menjadi beberapa bagian kelurahan,
yaitu: Sungguminasa, Katangka, Samata, dan Tamarunang. Sedangkan Pandang-
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Pandang adalah pemekaran dari kali Gowa dan Tombolo, sedangkan Bonto
Ramba dan Mawang adalah pemekaran dari tamarunang. Kelurahan Samata juga
ikut mengalami pemekaran daerah yang terbagi menjadi: Kelurahan Pacinongan
dan Romang Polong. 34
A. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa Tahun 2015
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian
besar Negara didunia termasuk Indonesia, yang cenderung memiliki masyarakat
yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bias terakomodasi
apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih
baik. Pemilihan umum tahun 2015 merupakan langkah awal terbentuknya
masyarakat yang adil, makmur, sejahtra, memiliki kebebasan berekspresi dan
berkehendak dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga
Negara.
Kesadaran politik warganegara menjadi faktor determinan dalam
partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan
dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan
masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat
dalam proses partisipasi politik.
Alasan Partisipasi politik  atau seseorang melakukan aktifitas politik yaitu
: alasan rasional,yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional
34 Sumber : KPU Kabupaten Gowa, 2015
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akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, yaitu alasan emosional efektif, emosional
efektif adalah alasan yang didasarkan pada kebencian atau suka cita terhadap
suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, Alasan tradisonal, yaitu alasan
yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu
dari kelompok sosial, Keempat¸ alasan rasional instrumental, yaitu alasan  yang
didasarkan pada kalkulasi untung rugi secara ekonomi.35
Untuk mengetahui partisipasi politik maka dapat dianalisa dengan melihat
data statistik  KPU Kab.Gowa tentang tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten
Gowa pada Pilkada Kab.Gowa tahun 2015. Berikut data Pilkada Kab.Gowa :
Partisipasi Pemilih Pilbup Tahun 2015di Kecamatan Somba Opu
35Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Kencana, 2011) hal 197.
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Partisipasi Pemilih Pilbup Tahun 2015di Kecamatan Somba Opu
(Sumber:Situs resmi KPU Kab.Gowa)
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Bagi pemilih pemula kesempatan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah Kabupaten Gowa ini tentu menjadi sangat berarti karena
hal ini akan menjadi pengalaman pertama dan akan menjadi pelajaran bagi para
pemilih pemula di Kabupaten Gowa.36
Pemilih pemula merupakan lumbung suara yang besar dan sangat strategis
ketika akan diadakannya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Gowa. Dalam menghadapi proses demokrasi ini tentunya pemilih
pemula mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Agar
dapat berperan aktif dalam berpartisipasi tentunya pemilih pemula harus tahu
mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Gowa secara langsung
B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Pemula Di
Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Dalam
Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa
Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas
politiknya begitu pula dengan pemilih pemula yang ada di Kelurahan Batang
Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan pernyataan pemilih
pemula di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
partisipasi politik yang mereka lakukan berupa kampaye
Kampaye pemilu merupakan sarana pesta demokrasi. Bagi pemilih
pemula di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
36 Sumber : KPU Kabupaten Gowa, 2015
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secara keseluruhan sudah mengetahui tujuan kampaye dan mereka beranggapan
bahwa kampaye merupakan kegiatan menyampaikan informasi dan menujukkan
visi, misi, dan program partai politik dalam pemilu sehingga menarik simpati
masyarakat untuk memilihnya. Anggapan pemilih pemula di Kelurahan Batang
Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa bahwa kampaye merupakan
sesuatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus mengalahkan
segalan rutinitas dan kegiatan mereka sehari hari mengakibatkan para pemilih
pemulah enggang untuk ikut berpartisifasi dalam kegiatan kampaye pemilih
pemula yang lain beranggapan bahwa kegiatan kampaye merupakn kegiatan yang
menyenangkan karena mereka mendapat hiburan selain itu juga mereka dapat
memberikan dukungannya kepada calon Kepala Daerah yang mereka dukung.
Namun adapula yang beranggapan bahwa pildaka merupak kegiatan sekedar hura
hura dan ajang untuk berkumpul dengan teman-teman saja tidak mempedulikan
arti dari kegiatan kampaye yang sesungguhnya.
Pada pilkada begitu marak membicarkan tentang masalah-masalah dan
peristiwa-peritiwa politik yang terkait. Meskipun bersifat informal, tidak jarang
diskusi-diskusi semacam itu berlangsung menarik. Mungkin disitu orang bebas
mengeluarkan pendapat serta sikap politiknya. Hal ini dimungkinkan karena
adanya hubungan persahabatan serta kekeluargaan diantara peserta diskusi
tersebut.
Pilkada tahun 2015 mempunyai tempat yang istimewa dihati pemilih
pemula di desa hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang
menyatakan bahwa mereka sering membicarakan bahkan mendiskusikan masalah
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pilkada dengan teman-teman dalam satu kerjaan maupun teman sekolah disela-
sela kegiatan mereka sehari-hari. Membicarakan masalah politik merupakan
bentuk partisipasi politik yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Namun
demikian, tidak semua orang dapat melakukannya dalam kenyataannya memang
hanya pemilih pemula tertentu saja yang suka membicarakan masalah politik.
Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, ‘public policy’. Secara
konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam
pemilihan umum, ‘voting’; menghadiri rapat umum, ‘campaign’; menjadi anggota
suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan  atau hubungan,
‘contacting’ dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya37.
Menurut Pasal I ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga
Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun atau lebih,
atau sudah/kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008,
menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara
Indonesia yang didaftar oleh Penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada
hari pemungutan suara telah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau
sudah/pernah kawin.38
37Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009), h. 55.
38 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. (Jakarta: Sinar Grafika). h 54
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Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu (pemilihan umum)
memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif
bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang
dimaksud bukan hanya milik orang tua saja namun remaja yang sudah menginjak
dewasa (17 tahun ke atas) dalam hal ini juga sangat penting perannya. Suara dari
kalangan remaja juga sangat banyak, dengan demikian akan sangat berpengaruh
juga pada jalannya perpolitikan di negeri ini.
Dalam kategori politik, kaum remaja dimasukkan dalam kelompok
pemilih pemula. Mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan
hak pilih. Dengan hak pilih itu, kaum remaja yang sudah berusia 17 tahun atau
sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama
dengan kaum dewasa lain.
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula
adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar
pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak
pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman voting
pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti
mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. Bagi pemilih pemula
kesempatan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Gowa ini tentu menjadi sangat berarti karena hal ini akan menjadi
pengalaman pertama dan akan menjadi pelajaran bagi para pemilih pemula di
Kabupaten Gowa.
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Untuk mengetahui bagaimana bentuk Partisipasi Politik masyarakat
Pemilih Pemula di kelurahan batang kaluku kecamatan somba opu dalam
pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten gowa, maka penulis mengadakan
wawancara dengan saudari Nurul Umrah Siswi SMA 1 Negeri Sungguminasa:
“Saya ikut melakukan pemilihan kepala daerah,  karena sesuai informasi
yang saya dapatkan dari berita-berita yang saya liat di tv, bahwa setiap
warga masyarakat yang suda berusia 17 tahun harus wajib ikut
memilih”.39
Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, pemilih pemula di
Kelurahan Batang Kaluku yang  terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam
pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten gowa yang mendapat informasi bahwa
kesadaran dari pemilih di atas itu terbangun dari pendidikan politik yang diperoleh
melalui media. Pendidikan politik merupakan faktor pendorong lain dalam
partisipasi politik, pendidikan politik sangatlah penting bagi masyarakat
khususnya pemilih pemula, karena pemilih pemula merupakan generasi penerus
bangsa.Pendidikan politik masyarakat termasuk pemilih pemula di dalamnya
dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas politik mereka, sejauh mana mereka ikut serta
dalam berpartisipasi politik. Sesuai dengan pendapat  Andi Zainal, siswa SMA 1
Negeri Sungguminasa:
“saya sangat peduli dengan keadaan politik di Negara kita. Terlebih
khusus di kabupaten Gowa. Saya ingin calon yang saya andalkan ini
menang di kabupaten Gowa, sehingga membuat saya lebih bersemangat
dalam memilih. Dengan harapan, calon yang saya pilih dapat mengubah
kabupaten Gowa lebih baik lagi”.40
Sesuai dengan hasil wawancara diatas, adanya kesadaran politik informan
atas hak dan kewajibannya untuk ikut serta memberikan hak suaranya, akan tetapi
terkendala difaktor usia, sehingga informan baru masuk dalam kategori pemilih
39 Nurul Umrah. Siswi SMA 1 Negeri Sungguminasa. Wawancara tanggal 12 April 2017
40 Andi Zainal. Siswa SMA 1 Negeri Sungguminasa. Wawancara tanggal 12 April 2017
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pemula. Adanya juga harapan dari informan terhadap calon pemimpin, agar dapat
membawa kabupaten Gowa kearah yang lebih baik. Partisipasi politik seseorang
tentunya tampak dari aktivitas-aktivitas politik yang mereka lakukan baik secara
konvensional maupun non-konvensional, begitu pula dengan warga masyarakat
Kelurahan Batang Kaluku, ada berbagai macam kegiatan atau aktivitas politik
yang mereka lakukan menjelang dan pada saat hari H pemungutan suara Pemilu
Legislatif 2015. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang dilakukan masyarakat
dalam rangka Pemilu Legislatif 2015 berdasarkan pernyataan Pemilih Pemula
sesuai dengan hasil wawancara dengan saudara Nisa Aulia, Siswi SMA 1 Negeri
Sungguminasa:
“Iya, saya menggunakan hak pilih saya pada Pemilu kali ini karena ini
merupakan Pemilu pertama bagi saya dan saya sangat ingin datang ke
TPS.”41
Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, warga masyarakat
Kelurahan Batang Kaluku begitu antusias untuk menyalurkan hak pilihnya dalam
Pemilu Legislatif kali ini, begitu pun bagi kalangan pemilih pemula yang begitu
antusias untuk memilih karena bagi sebagian besar pemilih pemula mereka sangat
ingin datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena Pemilihan Umum
Kepala Daerah tahun 2015 ini merupakan Pemilu pertama bagi mereka dan
mereka tidak ingin melewatkan moment tersebut. Hal tersebut seiring sejalan
dengan pernyataan dari Saudari Nisa yang telah peneliti wawancarai.
41 Nisa Aulia. Siswi SMA 1 Negeri Sungguminasa Wawancara Tanggal 12 April 2017
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Pemilih pemula yang sebelumnya hanya menjadi penonton proses politik
pemilihan kepala daerah, kini mereka telah menjadi bagian dari proses penentuan
calon pemimpin mereka, yang secara tidak langsung nantinya akan juga
membawa aspirasi dari pemilih pemula itu sendiri. Sama halnya yang
dikemukakan oleh Siswi SMA 1 Negeri Sungguminasa Nur Rezqi Amaliah:
“Bentuk partisipasi politik yang saya berikan yaitu denagan cara saya
memberikan hak suara saya pada salah satu calon karena menurut saya
calon tersebut memiliki jiwa pemimpin dan dapat membangun daerah
saya”42
Berkaitan dengan hasil wawancara diatas, Miriam Budiardjo mengatakan
bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang
untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan
memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi
kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti
memberikan suara dalam pemilihan umum,menghadiri rapat umum, mengadakan
hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota
parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct
actionnya dan sebagainya.43
Penulis melihat dari hasil wawancara tersebut sebagai bentuk tanggung
jawab warga Negara yang ikut serta memberikan hak suaranya terhadap pemilihan
kepala daerah yang berlangsung. Adanya harapan dari informan agar kiranya
42 Nur Rezqi Amaliah. Siswi SMA 1 Negeri Sungguminasa. Wawancara tanggal 12 April
2017
43 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009), h. 367
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calon yang dipilih nantinya dapat membawa daerahnya berkembang dan jauh
lebih baik dari kondisi sebelumnya.
Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik,
dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum.
Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih
memerlukan pembinaan dalam orientasi ke arah pertumbuhan potensi dan
kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai
penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik
termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut
berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput
merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan
kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya pemula,
tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan.
Sejalan dengan hal tersebut menurut Palinrungi, SH selaku anggota KPUD
Kabupaten Gowa menyebutkan bahwa :
”Potensi pemilih pemula itu sangat signifikan. Masa remaja merupakan
saat-saat di mana mereka ingin mencoba mengikuti proses pemilu. Momen
ini sangat disayangkan apabila pemilih pemula masih banyak yang tidak
ikut serta dalam proses pemilihan yang berlangsung, maka dari itu
perlunya diberikan pemahaman ataupun pendidikan politik lebih awal
terhadap pemilih pemula.”44
Berkaitan dengan hasil wawancara dengan ketua KPUD Kabupaten Gowa,
penulis melihat bahwa Pendidikan politik bagi remaja merupakan masalah penting
dan tidak dapat dipungkiri bahwa remaja merupakan penerima tongkat estafet
44 Palinrungi, SH. Anggota KPUD Kabupaten Gowa. Wawancara Tanggal 17 April 2017
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pembangunan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pendidikan politik menjadi
pembelajaran yang sangat penting bagi pemilih pemula. Sehingga mereka tidak
apatis dan memiliki kesadaran tinggi sebagai pemilih.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula
dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015
Generasi muda adalah penerus bangsa, ditangan merekalah sebenarnya
suatu bangsa bisa mempertahankan kemerdekaannya dan mewujudkan cita-cita.
Namun ironisnya, generasi muda saat ini justru menjadi kaum yang apolitis.
Politik dianggap sebagai suatu kegiatan yang kotor dan penuh kebohongan.
Tokoh-tokoh politik yang cenderung itu-itu saja menguatkan bahwa ketertarikan
generasi muda untuk terjun ke dunia politik masih cenderung minim. Tingginya
angka golput di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin
mempertegas bahwa pemilih, khususnya pemilih pemula, kini semakin apatis
terhadap politik.
Partisipasi politik penting karena warga Negara telah menyerahkan hak
berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak
untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.Untuk
menegakkan prinsip kedaultan rakyat, maka warga negara harus tetap mempunyai
akses untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi politik penting
terutama dalam pemerintahan demokratis.
Setidaknya ada empat faktor yang mengakibatkan rendahnya p artisipasi
pemilih terkhusus pemilih pemula :
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Pertama, karena adanya kekecewaan pada institusi demokrasi yang
terbentuk. Artinya, sebagian pemilih tidak percaya bahwa pilkada itu bisa
mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Pemilih juga tidak percaya bahwa parpol
sekarang membawa kehidupannya menjadi lebih baik.
Kedua, juga adanya kekecewaan pada wakil yang sudah duduk di
pemerintahan maupun calon yang akan duduk di pemerintahan. Setidaknya ada
pemikiran bahwa kandidat ataupun pasangan calon tidak bisa mengubah apa pun.
Hal ini muncul karena secara faktual yang diyakini pemilih, politisi saat ini
dihinggapi penyakit suap.
Ketiga, adalah teknis admnistrasi kepemiluan yang mau tidak mau juga
membuat seseorang terpaksa golput, yakni tidak terdaftarnya yang bersangkutan
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Keempat, karena momentum pilkada yang ditetapkan sebagai hari libur,
sehingga seseorang lebih memilih untuk berlibur ketimbang memilih.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik
seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang
dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban
sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang
lingkungan masyarakat dan lingkungan politik, menyangkut minat serta perhatian
seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal.
Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah
ialah penilaian seseorang terhadap kinerja pemerintah apakah ia menilai
pemerintah dapat dipercaya dan pro terhadap rakyat atau tidak. Selain itu faktor
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lain yang mempengaruhui partisipasi politik seseorang diantaranya adalah,
pendidikan, jenis kelamin, dan profesi.
Pemilih pemula mengalami berbagai bentuk kendala politik dalam
menentukan pilihan politiknya. Diantara persoalan yang dihadapi pemilih pemula
adalah kebingungan politik dari situasi politik saat ini yang tidak pasti. Berbagai
persoalan politik seperti korupsi, masalah hukum, membuat pemilih pemula
cenderung apatis terhadap politik. Apatisme politik ini disebabkan oleh rusaknya
citra lembaga-lembaga penyelenggara negara dan pergeseran orientasi partai
politik.
Selanjutnya masalah yang harus dihadapi oleh pemilih pemula adalah
minimnya pendidikan politik, meskipun sudah terdapat upaya sosialisasi namun
harus disertai dengan tindak lanjut dengan program yang berkelanjutan . Sebagai
pemilih pemula tentu saja harus mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan
pengetahuan tentang politik. Pendidikan politik yang rendah akan berakibat pada
rendahnya partisipasi dalam pemilu. Suara pemilih akan dengan mudah dibayar
dengan uang dan sembako. Maka, hasilnya pun akan tertuju pada persoalan materi
dan keuntungan belaka.
Rendahnya pendidikan politik pemilih pemula juga berakibat pada
pergeseran makna dan fungsi politik yang sesungguhnya. Oleh karena itu,
berbagai pihak seperti media, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu (KPU
Kabupaten Gowa ), dan lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab
dalam memberikan pemahaman dan pembinaan politik kepada pemilih pemula.
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Berikut merupakan faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi politik
pemilih pemula;
a. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula.
1) Kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak
dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan
sehari-hari mereka ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan
kegiatan politik yang menyita waktu banyak.
2) Perasaan tidak mampu, perasaan minder ini biasa muncul karena merasa
kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki tingkat sosial ekonomi
yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Misalnya, orang yang memiliki status ekonomi tinggi lebih berhak
berpartisipasi dalam politik ketimbang orang yang memiliki status
ekonomi rendah, jenis kelamin pun demikian mempengaruhi keaktifan
seseorang, laki-laki lebih aktif dari perempuan. Dengan adanya gejala
seperti ini mereka lebih merasa aman jika berada di sektor privat.
3) Larangan dari pihak keluarga, pihak keluarga sangat berpengaruh besar
dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang
biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini harusnya keluarga
mengarahkan untuk melakukan partisipasi bukan melarang.
b. Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula.
1) Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi saat menginjak usia remaja
mengakibatkan ketertarikan untuk terlibat dan mengetahui sesuatu. Sama
halnya dengan pemilh pemula yang ikut berpartisipasi politik mereka
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memiliki ketertarikan untuk megetahui sehingga melibatkan diri untuk
melakukan partisipasi politik.
2) Kesadaran politik pemilih pemula, pemilih pemula yang telah terdaftar dan
memiliki dan menggunakan hak pilihnya memiliki kesadaran bahwa
mereka juga turut menentukan nasib rakyat oleh karena itu mereka ikut
berpartisipasi dalam hal ini memilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun
2015.
Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam
partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan
dan kesadaran akan hak dan kewajjiban yang berkaitamn dengan lingkungan
masyarakat dankegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat
dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru
saja memasuki usia hak pilih sebagian belum memiliki jangkauan yang luas untuk
menentukan kem,ana mereka harus memilih.
Membangun kesadaran politik bagi remaja di Indonesia sulit bilamana
lembaga-lembaga politik tidak peduli dengan realitas tersebut. Ketika beberapa
lembaga politik hanya mengharapkan kemenangan dalam bursa pemilihan umum,
remaja tidak akan pernah tertarik mempelajari politik. Faktor terbesar yang
mempengaruhi pembentukan kesadaran remaja dalam politik termasuk partisipasi
politik tergantung pada orang tua, terlebih lagi hal ini lembaga-lembaga politik
seperti partai, sekolah dan lingkungan. Bila tidak ada yang mengarahkan, maka
mereka tidak akan pernah memiliki kepedulian untuk berpartisipasi.
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Menindak lanjuti hal tersebut, peneliti berusaha menggali informasi dari
responden tentang factor penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam
pemilihan kepala daersah tahun 2015. Seperti hasil wawancara yang penulis
lakukan dengan saudara Fijar Zulfikar selaku siswa SMA 1 Negeri Sungguminasa
yang mengatakan bahwa salah satu factor penghambat partisipasi politik
menurutnya ialah:
“Saya memberikan suara saya kepada salah satu calon kepala daerah
karena adanya arahan dari orang tua dan keluarga saya. jadi saya
sebagai anak juga harus mengikuti pilihan orang tua dan keluarga
saya”45
Komunikasi sehari-hari yang dilakukan orang tua merupakan factor
penting yang mendasari seseorang untuk menggunakan hak politiknya sebagai
warga Negara. Selain keputusan untuk memilih, kandidat yang menjadi pilihan
seseorang dalam pemilu juga banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga/orang tua.
Pemilih pemula cenderung mengikuti apa yang dipilih orang tuanya karena
merasa bahwa orang tuanya lebih berpengalaman dalam hal menentukan pemipin,
berbeda dengan mereka yang baru pertama kali memberikan suaranya yang belum
memilki pengalaman sama sekali.
Pemilih pemula hanya mengikut kepada orang tua dan keluarga karena
mereka tidak mampu melihat karakteristik pemimpin yang akan dipilihnya,
mereka menganggap pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik karena sudah
memiliki pengalaman dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Hal ini sejalan
dengan pandangan Surbakti yang mengatakan bahwa situasi politik juga di
45 Fijar Zulfikar. Siswa SMA 1 Negeri Sungguminasa. Wawancara Tanggal 12 April 2017
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pengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca,
keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
Situasi politik yang terjadi sekarang ini menjadi tolak ukur pemilih pemula
bahwa meskipun pemilihan umum ini dilaksanakan setiap periode namun tidak
sedikit pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih menyalahgunakan kekuasaan
yang dimilikinya. Sejajalan dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan
saudari Nur Fadilah selaku Siswi SMA 1 Negeri Sungguminasa yang mengatakan:
“Menurut pendapat saya, terkait dengan perilaku politik pemilih pemula
bahwa salah satu factor penghambat partisipasi politik pemilih pemula
dalam pemilihan kepala daerah yaitu kurangnya kesadaran diri dalam
berpartisipasi, selain itu pemilih pemula juga kurang percaya dengan
para calon pemimpin melihat sekarang ini tidak sedikit pemimpin kita
yang menyalahgunakan jabatan yang telah di percayakan oleh
masyarakat”.46
Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas, maka penulis melihat
rendahnya perilaku politik bagi pemilih pemula disebabkan kurangnya
pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik yang
berfungsi sebagai komunikator politik yang menyampaikan segala keputusan dan
penjelasan pemerintah kepada masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan
kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan
masyarakat kepada partai politik mulai menurun dengan melihat politisi-politisi
yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan
rakyat apabila sudah terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin, bahkan tidak
46 Nur Fadilah. Siswi SMA 1 Negeri Sungguminasa. Wawancara Tanggal 12 April 2017
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sedikit dari beberapa politisi yang sudah diberikan tanggung jawab
menyelewengkan kekuasaan yang telah diberikan.
Penulis melihat perlunya Pendidikan politik sebagai suatu  cara yang
dilakukan suatu bangsa untuk mentransfer budaya politik dari satu generasi ke
generasi selanjutnya.  Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran
politik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga para pemili
pemula dapat ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan
pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan politik hendaknya lebih
mengupayakan penghayatan para pemilih pemula terhadap nilai yang mengikat
atau terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari hari dalam kehidupan
masyarakat dan bermasyarakat. Pendidikan politik menghendaki para pemilih
pemula menjadi warga negara yang baik yang menghayati nilai luhur bangsanya
dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya dalam hidup berbangsa dan bernegara
dalam NKRI. Proses tersebut bukan hanya dilakukan dalam pendidikan formal,
tetapi juga dilakukan di lingkungan pendidikan nonformal, informal bahkan di
lingkungan sosial lainnya. Dalam hal ini pnulis melihat kurangnya perhatian
pemerintah setempat terhadap generasi pemilih pemula yang akan ikut serta dalam
melakukan pemilihan kepala daerah, sehingga mempengaruhi dan menghambat
pemilih pemula untuk ikut secara aktif dalam pesta demokrasi yang berlangsung.
Sejalan dengan hal ini, maka penulis melakukan wawancara dengan saudari Hasni
selaku Siswi SMA1 Negeri Sungguminasa yang mengatakan bahwa:
“salah satu factor yang menjadi penghambat bagi pemilih pemula untuk
ikut serta dalam pemilihan kepala daerah yaitu kurangnya bimbingan
serta pendidikan politik yang diberikan oleh pemerintah yang
bersangkutan. Mereka hanya menyampaikan, mendata, serta memberikan
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undangan untuk memberikan hak suara tanpa memberikan arahan tentang
pentingnya ikut serta dalam proses tersebut”47
Berdasarkan pernyataan diatas, penulis melihat bahwa Pendidikan politik
yang efektif dan efisien itu melibatan pemilih pemula secara efektif  yang akan
memperkuat dan mempermudah partai politik dan penyelenggara pemilu pada
langkah tindak selanjutnya. Selama ini pendekatan pendidika politik terbatas pada
stimulasi-stimulasi yang bersifat konvensional dan terbatas pada ruang-ruang
kelas dan perkuliahan. Pada konteks ini, pemilih pemula dihadapkan pada hal
yang praktis yang dapat mengintegrasikan pemahaman politik yang sederhana
dengan praktik politik yang pada derajat tertentu dapat mengintegrasikan secara
efektif pendidikan politik tersebut. Seperti yang di uangkapkan oleh saudari Isra
Tika Siswi SMA1 Negeri Sungguinasa yang mengatakan:
“yang saya ketahui sejauh ini belum ada program dari partai politik
ataupun calon  yang  mengadakan  pendidikan politik buat kami selaku
pemilih pemula. Saya lebih banyak mengetahui informasi tentang politik
dari media dan pelajaran di sekolah”48
Kurangnya pendidikan politik yang didapatkan pemilih pemula menjadi
salah satu factor penghambat yang membuat pemilih pemula kurang aktif dalam
proses pemilihan kepala daerah. Dari pernyataan narasumber diatas dikatakan
bahwa beliau mendapatkan informasi ataupun pendidikan politik dari media dan
pelajaran disekolahnya. Disini penulis melihat belum adanya perhatian khusus
yang diberikan pemerintah setempat kepada pemilih pemula agar kiranya mereka
47 Hasni. Siswi SMA1 Negeri Sungguminasa. Wawancara Tanggal 12 April 2017
48 Isra Tika. Siswi SMA1 Negeri Sungguinasa. Wawancara Tanggal 12 April 2017
63
dapat memahami pentingnya keikutsertaan mereka dalam proses pemilihan kepala
daerah yang berlangsung.
Dari beberapa penelitian yang sudah penulis lakukan, salah satu jalan agar
pemilih pemula  ikut serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah adalah
memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi
para pemilih pemula yang belum paham tentang persoalan politik tetapi
pendidikan politik itu diperlukan bagi orang yang sudah memahami persoalan
politik. Sikap apatis pada aktivitas politik dimungkinkan dapat muncul dari
kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas pada
persoalan politik. Selain itu juga karena frustasi, kecewa dengan realitas politik





Bersdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul Partisipasi
Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus
Pemilih Pemula Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa) yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Pemula Di Kelurahan
Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di
Kabupaten Gowa. Penulis menemukan bahwa untuk mengetahui partisipasi
politik masyarakat pemilih pemula maka penulis mengambil dua sudut pandang
sebagai berikut:
Pertama, partisipasi politik jika dilihat secara defenisi bahwa partisipasi
politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau
tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada
di kelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam proses pemilihan kepala
daerah, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam memberikan hak suaranya
ketika pemungutan suara berlangsung. Sementara peneliti memahami bahwa
secara sederhana partisipasi politik bisa diartikan sebagai keikut sertaan secara
sadar untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.
Kedua, jika partisipasi politik dimaknai sebagai bentuk tindakan pribadi-
pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan termaksuk ikut serta pada
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kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah setempat, maka penulis
menyimpulkan bahwa partisipasi politik masyakat pemilih pemula di kelurahan
Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) yang dapat dilihat dati tingginya
keinginan masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan
pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilik nantinya dapat membawa
daerah mereka lebih baik lagi.
2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2015.
Kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi
mengenai politik merupakan salah satu factor penghambat bagi masyarakat
pemilih pemula. Serta minimnya Pendidikan politik yang di berikan pemerintah
yang bersangkutan terhadap pemilih pemula agar dapat melibatkan pemilih
pemula secara efektif  yang akan memperkuat dan mempermudah partai politik
dan penyelenggara pemilu pada langkah tindak selanjutnya. Selama ini
pendekatan pendidika politik terbatas pada stimulasi-stimulasi yang bersifat
konvensional dan terbatas pada ruang-ruang kelas dan perkuliahan. Pada konteks
ini, pemilih pemula dihadapkan pada hal yang praktis yang dapat
mengintegrasikan pemahaman politik yang sederhana dengan praktik politik yang




Berdasarkan pada kesimpulan ha;sil penelitian tentang Partisipasi Politik
Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus
Pemilih Pemula Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa), maka penulis mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi
pemerintah daerah, kelurahan, dan Masyarakat umum, yaitu:
1. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah
setempat dalam melihat bahwa partisipasi politik masyarakat pemilih
pemula  adalah hal yang menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran
mereka dalam proses pemilihan umum.
2. Pemerintah setempat, dan Masyarakat umum diharapakan dapat
memahami bahwa pemilih pemula merupakan generasi yang akan
melanjutkan system demokrasi yang ada, dan diharapka agar lebih
memperhatikan dan memberikan bimbingan akan pentingnya hak suara
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Andi Zainal
Ket: Wawancara dengan Adinda Hasni




 Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di Kelurahan
Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak
di Kabupaten Gowa
 Apa alasan adik pergi memilih ke TPS? Dari mana adik mendapatkan
informasi persoalan pemilihan?
 Bagaiamana kepedulian adik terhadap kondisi politik sekarang ?
 Apakah adik menggunakan hak pilih adik sewaktu pilkada kabupaten
Gowa ?
 Bagaimana bentuk partisipasi politik adik sewaktu pilkada serentak yang
lalu?
 Bagaimana antusias pemilih pemula sewaktu pilkada yang lalu ?
 Apakah adik termasuk  dalam tim sukses pada salah satu kandidat ?
 Apakah adik terlibat dalam kampanye pada salah satu kandidat ?
Rumusan Masalah 2
 Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan
Kepala Daerah tahun 2015?
 Apa alasan adik menggunakan hak suara sewaktu pilkada Gowa ?
 Bagaimana pendapat adik terhadap pilkada kabupaten Gowa ?
 Apa harapan adik terhadap bupati yang nanti terpilih ?
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